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ABSTRAK 
 
Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana 
Pada Lapas Klas I Makassar, dibimbing oleh: Muhammad Said Karim 
Sebagai Pembimbing I dan Nur Azisah sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pemenuhan hak 
mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana pada Lapas klas I 
Makassar dan mengetahui kendala yang dihadapi Pihak Lapas  untuk 
melakukan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi 
narapidana pada Lapas klas I Makassar. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa  
a)Pemenuhan hak mendapatkan makanan di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas I Makassar belum cukup baik. b)Faktor-faktor yang menghambat 
upaya pemenuhan hak mendapatkan makanan mencakup Kualitas 
makanan yang dihasilkan tidak memenuhi standar karena tidak 
tersedianya ahli gizi dan juru masak pada Lembaga Pemasyarakatan Klas 
I Makassar, Tidak adanya fasilitas yang memadai pada dapur Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar, Kurang terjaganya kebersihan dapur. 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dengan ini penulis 
menyarankan agar dalam melakukan pemenuhan hak mendapatkan 
makanan bagi nara pidana Melakukan penambahan jumlah pegawai di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar terkhusus pada bagian 
penyediaan makanan (dapur), Melakukan penyesuaian menu yang layak 
sehingga narapidana terpenuhi haknya, Melengkapi ketersediaan fasilitas 
di dapur seperti freezer, Menjaga kebersihan di dapur dan sekitar dapur. 
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci: Pemenuhan, Hak Makanan, Narapidana 
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ABSTRACT 
 
Judicial review of the dictum which different with legal reasoning 
judges (case study decision number 44/Pdt.G/2012/PTA Mks, guided 
by: Sukarno Aburaera as supervisor and Rastiawaty as co-
supervisor) 
 
This study aims to determine the legal effect of dictum which different 
with the legal reasoning of judges and to find out the solution that can be 
done on a different dictum with the judge's legal reasoning on the decision 
number 44/Pdt.G/2012/PTA Mks. 
Based on research that conducted in the High Court Religion 
Makassar,  the differences between dictum and judge's legal reasoning is 
an omission by judges who deciding the case and there is no intentional 
factor. The dictum may not be binding and  it can not be enforced because 
the decision is problematic and potentially overturned by the court of 
cassation. Due to this difference, the aggrieved party may submit the 
cassation during the cassation period has not passed. 
Based on the conclusion above , the writer suggests several things. 
a) The difference  between dictum and legal considerations judges should 
not take place so as to avoid the matter, the judge should be more careful, 
more cautious and examine carefully before deciding copy of the ruling 
and considering ethical and professional judges to be more applicable in a 
qualitative way. b) For dispute resolution of differences between the 
dictum and the judge's legal reasoning, we need a mechanism as simple 
as filed objections in a letter to the President of the High Court where the 
dispute is decided, so that issues related to these problems are not 
detrimental to any of the parties to the dispute and does not impede the 
execution of the verdict. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang 
hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah 
dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Sering dijumpai dalam 
Lembaga Pemasyarakatan bahwa hak-hak narapidana belum 
diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini di 
sebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya 
peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam 
Undang-Undang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan 
oleh narapidana sendiri.  Sebagai negara hukum hak-hak narapidana 
harus dilindungi oleh hukum  dan penegak hukum khususnya para staf 
di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga merupakan sesuatu yang 
perlu bagi negara hukum untuk menghargai hak-hak  asasi narapidana 
sebagai warga masyarakat yang harus diayomi walaupun telah 
melanggar hukum. Disamping itu narapidana perlu diayomi dari 
perlakuan tidak adil, misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas 
yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi. 
Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat 
sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar 
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hukum. Oleh kerena itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana 
hilang kemerdekaan.   
Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang 
paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi 
masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana untuk 
menghukum para pelaku tindak pidana baru dimulai akhir abad ke-18 
yang bersumber pada faham individualisme dan gerakan 
perikemanusiaan, sehingga pidana penjara semakin memegang 
peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana 
terhadap badan yang dipandang kejam. Atas dasar hal tersebut maka 
pidana penjara yang merupakan pidana yang paling sering dijatuhkan 
oleh putusan hakim, sehingga kondisi tersebut patut untuk mendapat 
perhatian lebih dan perlu diperbaharui. Menurut Mulder bahwa: “Politik 
Hukum Pidana harus selalu memperhatikan masalah pembaharuan 
juga dalam masalah perampasan kemerdekaan”.1 Semakin sedikit 
orang dirampas kemerdekaannya semakin baik. Pandangan terhadap 
pidana perampasan kemerdekaan juga dapat berakibat kembali 
sebagai boomerang. 
Pidana perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas 
bahwa dia adalah bersifat sementara untuk direhabilitasi agar nantinya 
setelah kembali kemasyarakat  dapat menjadi pribadi yang lebih baik 
dan lagi tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya. 
                                                             
1
 Dwidja Priyatno, Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, (Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2006), h. 2. 
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Tim Perancang Konsep Rancangan KUHP 2004 telah sepakat 
bahwa tujuan pemidanaan adalah: 
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norma hukum demi pengayoman masyarakat. 
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan 
pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan 
berguna. 
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai 
dalam masyarakat. 
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
 
Oleh karena itu sistem permasyarakatan yang dianut oleh 
negara Indonesia saat ini dari empat puluh tahun yang dikenal, 
melahirkan suatu sistem binaan atau yang dikenal dengan istilah 
sistem pembinaan dan Reintegrasi Sosial Warga Binaan 
Permasyarakatan dimana Warga Binaan Permasyarakatan dibina 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang terlaksana 
secara kolektif terpadu antara yang dibina (narapidana) dengan yang 
memberikan binaan, maupun perangkat-perangkat binaan lain yang 
bersangkutan, agar nantinya narapidana tersebut kembali 
kemasyarakat, serat dapat meningkatkan kualitas diri pribadinya, 
teruntuk lagi dalam mewujudkan hakikat dari sistem pemidanaan yang 
dituju. 
Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Permasyarakatan 
mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No. 12 
Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. UU Permasyarakatan itu 
menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem 
4 
 
Permasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga 
Binaan Permasyarakatan. 
Mengacu pada pemikiran tersebut, mantan Menteri Hukum dan 
HAM Hamid Awaludin menyatakan bahwa:2 
Permasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang 
dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan 
untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya. 
Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu 
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah 
dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Permasyarakatan bukan 
sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup 
proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan 
memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah 
dilakukan. Namun dari rangkaian tersebut di atas bahwa apakah tujuan 
atau esensi dari sistem pemidanaan yang dituju selama ini telah 
terlaksana atas adanya hak dasar manusia sekalipun yang 
bersangkutan berstatus sebagai narapidana, dan betulkah hak-hak 
narapidana dalam mendapatkan pembinaan di Lembaga 
Permasyarakatan telah terjamin sesuai dengan amanat ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku sebab pada kenyataannya banyak 
sekali narapidana yang tidak mengetahui atau memahami 
keberadaannya di Lembaga Permasyarakatan itu sendiri untuk apa, 
                                                             
2 Ibid, h. 15. 
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apakah menebus kesalahannya ataukah untuk perbaikan dirinya 
sendiri dan apa sajakah hak-hak yang dapat diterimanya selama 
menjalani masa pidana penjaranya, juga prosedur dan prasyarat 
pemenuhan hak yang dirasakan rumit sehingga narapidana sendiri 
merasakan keenggangan untuk meminta hak-haknya dan akhirnya 
dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkirkan dari 
kehidupan di masyarakat luar secara normal. Dengan adanya 
pemikiran moderen tentang tujuan pemidanaan, pemerintah 
merumuskan suatu program untuk narapidana agar tetap dapat 
bersosialisasi dengan kehidupan di luar tembok penjara. 
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Permasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak-
hak dari narapidana adalah mendapatkan makanan yang layak. 
Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan sehat 
adalah makanan higienis, bergizi dan berkecukupan. Makanan yang 
higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit atau 
zat yang dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang bergizi 
adalah makanan yang cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, 
mineral, vitamin, dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan 
kebutuhan. Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat 
memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Selain 
memenuhi persyaratan pokok tersebut, perlu diperhatikan juga cara 
memasak makanan, suhu makanan pada saat disajikan, dan bahan 
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makanan yang mudah dicerna.3 Untuk mendapatkan makanan dan 
minuman yang memenuhi syarat kesehatan, maka perlu diadakan 
pengawasan terhadap higiene dan sanitasi makanan dan minuman. 
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji hal tersebut 
ke dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi dengan judul “Pemenuhan 
Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Narapidana pada Lapas 
Klas I Makassar”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut 
diatas, maka penulis berupaya untuk membahas pokok permasalahan 
perihal pemenuhan hak terhadap narapidana dalam pengajuan skripsi 
ini adalah : 
1. Bagaimanakah pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak 
bagi narapidana lapas klas I Makassar? 
2. Kendala apakah yang dihadapi pihak Lapas untuk melakukan 
pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi 
narapidana pada Lapas klas I Makassar? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, maka yang 
menjadi tujuan dalam usulan pembuatan skripsi ini, adalah : 
1. Untuk mengetahui pemenuhan hak mendapatkan makanan 
yang layak bagi narapidana pada Lapas klas I Makassar. 
                                                             
3
 Lifepoints8000.blogspot.com/2011/01/pengertian-makanan-sehat.html?m=1. Diakses tanggal 
30 januari 2013, pukul 13:51 
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2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pihak Lapas  untuk 
melakukan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang 
layak bagi narapidana pada Lapas klas I Makassar. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah dan 
masyarakat dalam pemenuhan hak bagi narapidana. 
2. Dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa 
Fakultas Hukum dalam penelitian selanjunya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana. 
Di dalam PP No. 31 Th. 99 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan Bab I Ketentuan 
Umum pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa: 
Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas 
ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa, intelektual, sikap 
dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani 
narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan. 
 
Selama di LAPAS, Warga Binaan Permasyarakatan tetap 
memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan 
kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh 
perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, 
keterampilan, olah raga, atau rekreasi. 
Yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap 
berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa 
walaupun Warga Binaan Permasyarakatan berada di LAPAS, tetapi 
harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak 
boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan 
masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari 
anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul 
bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi 
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keluarga. Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat 
kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 
menandaskan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan 
sistem permasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi 
Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan. 
Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:4 
1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan 
bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam 
masyarakat. 
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam 
dari negara. 
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa 
melainkan dengan bimbingan. 
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih 
buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga. 
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana 
harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh 
diasingkan dari masyarakat. 
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh 
bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi 
kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang 
diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara. 
                                                             
4
 Zulkarnaen, David, Pengembangan diri. Makalah Etika Profesi. (Bogor: Yayasan Pendidikan 
Mandiri Bogor Educare, 2009). 
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7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila 
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 
manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan 
kepada narapidana bahwa itu penjahat. 
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. 
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah 
satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12/95, dinyatakan 
bahwa: 
Pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan dilakukan di 
LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan 
dilakukan oleh BAPAS. 
Sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap 
narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan. 
Pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan di LAPAS 
dilaksanakan: 
a. Secara intramural (di dalam LAPAS); dan 
b. Secara ekstemural (di luar LAPAS). 
Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di LAPAS disebut 
asimilasi, pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh BAPAS 
yang disebut integrasi. 
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Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-
pasal pada PP No. 31/99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan 
Warga Binaan Permasyarakatan :5 
a. Pembinaan tahap awal 
Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang 
bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 
(satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi: 
(1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan 
paling lama 1 (satu) bulan; 
(2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan 
kemandirian; 
(3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; 
dan 
(4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. 
Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak 
masuk di daftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, 
diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting 
untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya. 
 
 
 
 
                                                             
5
 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum penitensier Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia), h. 
192-193. 
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b. Pembinaan tahap lanjutan 
Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode: 
a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap 
awal sampai dengan ½ ( satu per dua) dari masa pidana; 
dan 
b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap 
lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa 
pidana. 
Pembinaan tahap lanjutan meliputi: 
(1) Perancanaan program pembinaan lanjutan; 
(2) Pelaksanaan program binaan lanjutan; 
(3) Penilaian pelaksanaan program binaan lanjutan; dan 
(4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. 
c. Pembinaan tahap akhir 
Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya 
tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari 
narapidana yang bersangkutan. 
Pembinaan tahap akhir meliputi: 
(1) Perencanaan program integrasi; 
(2) Pelaksanaan program integritasi; dan 
(3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. 
Tahap Integrasi atau non institusional, tahap ini apabila 
narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidananya dan paling sedikit 
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9 (sembilan) bulan, narapidanadapat diusulkan diberikan 
pembebasan bersyarat. Di sini narapidana sudah sepenuhnya 
berada di tengah-tengah masyarakat dan keluarga.  
Setelah pembebasan bersyarat habis, kembali ke lembaga 
pemasyarakatan untuk mengurus atau menyelesaikan surat bebas 
atau surat lepasnya. Apabila dalam tahap ini mendapatkan 
kesulitan atau hal-hal yang memungkinkan tidak mendapatkan 
persyaratan pembebasan bersyarat, maka narapidana diberikan 
cuti panjang lepas yang lamanya sama dengan banyaknya remisi 
terakhir, tapi tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan. Dengan uraian 
di atas, tampak jelas bahwa proses pemasyarakatan berjalan tahap 
demi tahap, dan masing-masing tahap ada gerak ke arah menuju 
kematangan. 
Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di 
LAPAS, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di 
luar LAPAS oleh BAPAS. Dalam hal narapidana tidak memenuhi 
syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir nerapidana yang 
bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS. Dalam melaksanakan 
pembinaan terhadap narapidana di LAPAS disediakan sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan. 
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain: 
a. Dana pembinaan; 
b. Perlengkapan ibadah; 
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c. Perlengkapan pendidikan; 
d. Perlengkapan bengkel kerja; 
e. Perlengkapan olahraga dan kesenian. 
Selain sarana dan prasarana, LAPAS yang digunakan untuk 
pelaksanaan program pembinaan dibagi dalam berbagai klarifikasi 
dan spesifikasi. Yang di maksud dengan “klarifikasi LAPAS” adalah 
pembagian LAPAS berdasarkan daya muat, beban kerja dan 
lokasi. Yang dimaksud dengan “spesifikasi LAPAS” adalah 
pembagian jenis LAPAS dengan memperhatikan kekhususan 
kepentingan pembinaan dan keamanan. 
Pentahapan pembinaan ditetapkan melalui sidang Tim 
Pengamat Permasyarakatan. Dalam sidang ini Kepala LAPAS 
wajib memperhatikan hasil Litmas. Pengalihan pembinaan dari satu 
tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat 
Permasyarakatan berdasarkan data hasil pengamatan, penilaian, 
dan laporan pelaksanaan pembinaan dari pembina 
permasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan dan wali 
narapidana.  
Dalam hal terdapat narapidana yang tidak dimungkinkan 
memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka 
narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus. Tidak 
memungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau 
integrasi disebabkan narapidana yang bersangkutan adalah 
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residivis, pidana seumur hidup, pidana mati, atau sering melakukan 
pelanggaran tata tertib LAPAS dan sebagainya. Yang dimaksudkan 
dengan “pembinaan khusus” meliputi perlakuan, pengawasan, dan 
pengamanan yang lebih bersifat maksimum sekuriti. 
B. Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan 
1. Lembaga Pemasyarakatan 
Menurut Romli Atmasasmita, Rumah Penjara sebagai tempat 
pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa 
bentuk antara lain:6 
a. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana 
yang sifatnya berat 
b. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para 
terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya 
melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan 
menggunakan ampelas. 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Lembaga 
Pemasyarakatan adalah sebagai berikut: 
a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan 
suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha. 
b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua 
kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan 
pemilikan Departemen Hukum dan Ham, yang berkaitan 
                                                             
6
 Romli Atsasmita, Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di 
Indonesia, (Bandung: Alumni, 1982). 
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dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada 
hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau 
yang dalam tindak pedana diajukan kedepan pengadilan dan 
dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat. 
Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi 
Lembaga Pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada 
Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.01.-PR.07.03 tahun 
1985 dalam pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu:7 
a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I 
b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A 
c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B 
Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat 
kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut 
Departemen Hukum dan Ham RI adalah Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina 
narapidana. 
2. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan 
Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan 
eksistensi dari Pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah 
satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi 
dalam proses penegakan hukum. 
                                                             
7
 Fadli Pramananda, Pemenuhan hak Mengembangkan Diri bagi Narapidana Pada Lembaga 
Permasyrakatan Klas I Kota Makassar, Skripsi, (Makassar: Perpustakaan FH-UH, 2011), h. 14. 
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Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan 
hukum telah secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai 
berikut: 
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan 
warna binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan 
dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem 
pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 
 
 Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum Undang-
Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud 
dengan Sistem Pemasyarakatan adalah: 
Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan 
Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan 
masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan 
tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali 
oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang 
baik dan bertanggungjawab. 
 
Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 adalah dalam rangka membentuk 
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 
menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 
dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 
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 Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah 
upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan 
kedapa fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia 
dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan 
lingkungannya.8 
 Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan 
“berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga 
Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. 
 Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa: Petugas 
pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang 
melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan 
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. 
 Munculnya istilah Pemasyarakatan berawal dari gagasan almarhum 
Sahardjo, yang ketika beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Pemasyarakatan yang 
sebelumnya disebut sebagai “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga 
Pemasyarakatan”. 
 Sehingga maksud dan tujuan dari munculnya istilah 
pemasyarakatan mengandung arti bahwa adanya itikad baik yang tidak 
                                                             
8 Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. 
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hanya terfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, 
namun juga lebih berorientasi pada bagaimana membina agar kondisi 
narapidana yang bersangkutan nantinya akan lebih baik. 
 Ide Pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh Sahardjo 
yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan 
sebagai berikut:9 
1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 
manusia 
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang 
diluar masyarakat 
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan 
bergerak 
 
Istilah “Pemasyarakatan” ini mengandung tujuan tertentu yaitu 
adanya didikan, bimbingan terhadap narapidana yang pada akhirnya nanti 
dapat kembali kemasyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna. 
Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: 
a. Pengayoman; 
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; 
c. Pendidikan; 
d. Pembimbingan; 
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia; 
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; 
dan 
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang-orang tertentu. 
 
Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem 
pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata 
peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Dengan demikian, 
pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, 
                                                             
9 Koesnan, R.A. Politik Penjara Nasional, (Bandung: Sumur Bandung,1961), h. 8. 
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dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari satu rangkaian proses penegakan hukum. 
C. Hak-Hak Narapidana 
Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus 
dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan 
perlindungan hak asasi manusia dapat direalisaasikan. 
Ketidakmampuan aparat penegak hukum, (khususnya 
pemasyarakatan) dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, 
penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (khususnya para 
pelanggar hukum) mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan 
kewenangan negara atau terjadinya pengabaian (by ommision) 
terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana yang 
diatur dalam Pasala 28 Undang-Undang Dasar 1945. 
Pasal 28 D ayat (1) menyatakan: 
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama dimata hukum. 
 
Pasal 28 I menyatakan: 
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi 
dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun. 
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apapun juga dan berhak 
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mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang 
bersifat diskriminatif. 
(3) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan 
hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, 
terutama pemerintah 
(4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia 
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, 
maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, ditaur dan 
dituangkan dalam peraturan peundang-undangan. 
 
Berdasarkan prinsip pokok dalam Undang-Undang Dasar 
1945 tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 3 ayat (3) menegaskan 
bahwa: 
“setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia 
dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.” 
 
Berkaitan dengan hal-hal diatas, peranan masyarakat 
menjadi suatu kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses 
pemasyarakatan. Dengan konsep berpikir demikian, maka dengan 
pengondisian masyarakat pun adalah merupakan tugas yang tidak 
boleh dikesampingkan oleh sistem pemasyarakatan. Karena 
susksesnya sistem ini sangat ditentukan oleh kesediaan 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan 
narapidana melalui social participation, social support, dan social 
control. 
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Dalam paham re-integrasi sosial menurut Purnomo, 
dikatakan bahwa :10 
Tindakan institusionalisasi akan potensial (cenderung) 
menimbulkan bahaya prosonisasi ( yakni terkontaminasinya 
mental penghuni dengan budaya penjara), stigmatisasi 
(proses pemberian label atau cap kepada seseornag bahwa 
ia itu penjahat dan ia akan menghayati predikat itu sehingga 
mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder); dan 
keduanya pada gilirannya akan menumbuhsuburkan 
residivisme (pengulangan perilaku jahat). 
 
Nilai historis tentang hak asasi narapidana terdahulu, 
dimana narapidana sering mendapatkan perlakuan yang melanggar 
hak dasar sebagai manusia karena diperlakukan tidak manusiawi. 
Oleh karena itu atas kondisi penjara dan tahanan tersebut, pada 
tanggal 26 Juni 1987 Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan 
Konvensi 1948 menentang penyiksaan dan perlakuan atau 
hukuman lain yang kejam dan perlakuan yang tidak manusiawi 
lainnnya yang dikenal sebagai Konvensi Anti Penyiksaan, dimana 
pada saat itu Pemerintah Indonesia meratifikasi jonvensi tersebut 
pada 1998.11 Inti dari Konvensi Anti Penyiksaan tersebut melarang 
penyiksaan tahanan dan narapidana, disamping menyerukan 
penghapusan semua bentuk hukuman yang keji dan merendahkan 
martabat. Namun juga menegaskan bahwa penyiksaan, apalagi 
pembunuhan, terhadap tahanan atau narapidana merupakan 
kejahatan terhadap hak asasi manusia terhadap instrumen-
                                                             
10
 Dwidja Priyanto, Loc. Cit. 
11 Fadli Pramananda, op.cit., h. 7. 
23 
 
instrumen hak asasi internasional juga menetapkan standar 
minimum bagi perlindungan hak asasi manusia narapidana dan 
tahanan. 
Standar minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa 
ataupun menyakiti mereka dengan alasan apapun. Untuk 
mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka 
penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagai pemantau 
independen seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Palang Merah 
Internasional, ataupun Lembaga-Lembaga Swadaya masyarakat. 
Adapun hak-hak narapidana selama menjalani sebagai 
warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut :12 
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau 
kepercayaannya; 
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun 
jasmani; 
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang 
layak; 
5. Menyampaiakan keluhan; 
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media 
massa lainnya yang tidak dilarang; 
                                                             
12 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyrakatan. 
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7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang 
dilakukan; 
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau 
orang tertentu lainnya; 
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga; 
10.  Mendapatkan pembebasan bersyarat; 
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
D. Makanan 
1. Pengertian Makanan 
Makanan diperlukan untuk kehidupan karena makanan 
merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. 
Makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam 
pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh 
yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-
hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, 
mineral, dan cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam 
mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.13 
Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang 
dibutuhkan setiap saat dan dimanapun ia berada serta memerlukan 
                                                             
13 Notoatmodjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. (Jakarta : Rineka Cipta, 2003). 
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pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. 
Tanpa adanya makanan dan minuman, manusia tidak dapat 
melangsungkan hidupnya. Adapun pengertian makanan menurut 
WHO (World Health Organization) yaitu semua substansi yang 
diperlukan tubuh, kecuali air dan obat-obatan dan substansi-
substansi yang dipergunakan untuk pengobatan.14 
Makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria 
bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak 
menimbulkan penyakit, diantaranya :  
1. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki  
2. Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan 
penanganan selanjutnya.  
3. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki, 
sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktifitas mikroba, 
hewan pengerat, serangga, parasit dan kerusakan-
kerusakan karena tekanan, pemasakan dan 
pengeringan.  
4. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang 
menimbulkan penyakit yang dihantarkan oleh makanan 
(food borne illness). 
 
 
                                                             
14 http://www.putraprabu.wordpress.com, pada tanggal 20 Oktober 2012.  
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2. Pemilihan Bahan Makanan  
Bahan makanan yang baik kadang kala tidak mudah kita 
temui, karena jaringan perjalanan makanan yang begitu panjang 
dan melalui jaringan perdagangan yang begitu luas. Salah satu 
upaya mendapatkan bahan makanan yang baik adalah 
menghindari penggunaan bahan makanan yang berasal dari 
sumber tidak jelas (liar) karena kurang dapat dipertanggung 
jawabkan secara kualitasnya.  
Sumber bahan makanan yang baik adalah (Depkes RI, 
2004) :  
a. Pusat penjualan bahan makanan dengan sistem 
pengaturan suhu yang dikendalikan dengan baik 
misalnya berupa swalayan.  
b. Tempat-tempat penjualan bahan makanan yang diawasi 
oleh pemerintah daerah dengan baik.  
Kualitas bahan makanan yang baik dapat dilihat melalui ciri-
ciri fisik dan mutunya yaitu dari bentuk, warna, kesegaran, bau, dan 
lainnya. Bahan makanan yang baik terbebas dari kerusakan dan 
pencemaran termasuk pencemaran oleh bahan kimia seperti 
pestisida. 15  
 
 
                                                             
15 Ibid. 
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3. Penyimpanan Bahan Makanan  
Kerusakan bahan makanan dapat terjadi karena :  
a. Tercemar bakteri karena alam atau perlakuan manusia  
b. Kerusakan mekanis seperti gesekan, tekanan benturan 
dan lain-lain.  
Tujuan penyimpanan bahan makanan adalah agar bahan 
makanan tidak mudah rusak dan kehilangan nilai gizinya. Semua 
bahan makanan dibersihkan terlebih dahulu sebelum disimpan 
agar terbebas dari bakteri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 
mencuci. Setelah dikeringkan kemudian dibungkus dengan 
pembungkus yang bersih dan disimpan dalam ruangan yang 
bersuhu rendah.16 
Dalam penyimpanan bahan makanan, hal-hal yang harus 
diperhatikan adalah sebagai berikut :  
a. Penyimpanan harus dilakukan dalam suatu tempat khusus 
yang bersih dan memenuhi syarat.  
b. Barang-barang harus diatur dan disusun dengan baik 
sehingga :  
1) Mudah untuk mengambilnya.  
2) Tidak menjadi tempat bersarang atau bersembunyi 
serangga dan tikus.  
                                                             
16 Ibid. 
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3) Tidak mudah membusuk dan rusak, untuk bahan-bahan 
yang mudah membusuk harus disediakan tempat 
penyimpanan dingin.  
4) Setiap bahan makanan mempunyai kartu catatan agar 
dapat digunakan untuk riwayat keluar masuk barang 
dengan sistem FIFO (First In First Out).  
Ada empat cara penyimpanan makanan yang sesuai 
dengan suhunya yaitu) : 17 
1) Penyimpanan sejuk (cooling), yaitu suhu penyimpanan 
10 ºC – 15 ºC untuk jenis minuman buah, es krim dan 
sayur.  
2) Penyimpanan dingin (chilling), yaitu suhu penyimpanan 4 
ºC – 10 ºC untuk bahan makanan yang berprotein yang 
akan segera diolah kembali.  
3) Penyimpanan dingin sekali (freezing), yaitu suhu 
penyimpanan 0 ºC – 4 ºC untuk bahan berprotein yang 
mudah rusak untuk jangka waktu sampai 24 jam.  
4) Penyimpanan beku (frozen), yaitu suhu penyimpanan < 0 
ºC untuk bahan makanan protein yang mudah rusak 
untuk jangka waktu > 24 jam. 
 
 
                                                             
17 www.DepartemenKesehatanRI.com 
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4. Pengolahan Makanan  
Pengolahan makanan adalah proses pengubahan bentuk 
dari bahan mentah menjadi makanan yang siap santap. 
Pengolahan makanan yang baik adalah yang mengikuti prinsip-
prinsip hygiene sanitasi. Dalam hal ini persyaratan untuk tenaga 
pengolah makanan dan peralatan pada proses pengolahannya 
harus diperhatikan.18 
Syarat untuk tenaga pengolah makanan adalah :  
a. Kondisi badan sehat dengan surat keterangan dokter.  
b. Bebas dari penyakit menular (TBC, Typhus, kolera, 
carrier penyakit).  
c. Harus punya buku pemeriksaan kesehatan.  
d. Tidak merokok selama mengolah makanan.  
e. Tidak makan atau mengunyah.  
f. Tidak memakai perhiasan kecuali cincin kawin tidak 
berhias.  
g. Tidak menggunakan peralatan dan fasilitas yang 
bukan untuk keperluannya.  
h. Selalu mencuci tangan sebelum mulai bekerja.  
i. Selalu memakai pakaian kerja dan pakaian pelindung 
dengan benar.  
                                                             
18 Ibid. 
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j. Selalu memakai pakaian kerja yang bersih dan tidak 
dipakai diluar jam kerja. 
Adapun persyaratan peralatan dalam proses pengolahan 
makanan yaitu :  
a. Permukaan alat harus utuh tidak cacat dan mudah 
dibersihkan.  
b. Lapisan permukaan alat tidak mudah larut dalam 
asam/basa atau garam yang lazim dipakai dalam 
proses makanan.  
c. Apabila alat tersebut kontak dengan makanan, maka 
alat tersebut tidak akan mengeluarkan logam berat 
beracun berbahaya, seperti timah hitam (Pb), 
Arsenikum (As), Tembaga (Cu), Seng (Zn), Cadmium 
(Cd), Antimon (Stibium).  
5. Penyimpanan Makanan Masak  
Hal-hal yang perlu dilakukan dalam penyimpanan 
makanan jadi adalah:  
a. Terlindung dari debu, bahan kimia berbahaya, 
serangga dan hewan lainnya.  
b. Makanan yang cepat busuk disimpan dalam suhu 
65,5 ºC atau lebih atau disimpan dalam suhu dingin 
sekitar 4 ºC atau kurang.  
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c. Makanan cepat busuk untuk digunakan dalam waktu 
lama (lebih dari 6 jam) harus disimpan dalam suhu 5 
ºC sampai 1 ºC.  
d. Tidak menempel pada lantai, dinding, atau langit-
langit dengan ketentuan :  
1) Jarak makanan dengan lantai 15 cm.  
2) Jarak makanan dengan dinding 5 cm.  
3) Jarak makanan dengan langit-langit 60 cm. 
6. Pengangkutan Makanan  
Dalam prinsip pengangkutan siap santap perlu diperhatikan 
sebagai berikut (Depkes RI, 2004) :  
1. Setiap makanan mempunyai wadah masing-masing.  
2. Wadah yang digunakan harus utuh, kuat dan ukurannya 
memadai dengan makanan yang ditempatkan dan 
terbuat dari bahan anti karat atau anti bocor.  
3. Pengangkutan untuk waktu yang lama harus diatur 
suhunya agar tetap panas 60 ºC dan tetap dingin 4 ºC.  
4. Wadah selama dalam perjalanan tidak boleh selalu 
dibuka dan tetap dalam keadaan tertutup sampai di 
tempat penyajian.  
5. Kendaraan pengangkutan disediakan khusus dan tidak 
digunakan untuk hal lainnya.  
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E. Mekanisme Penyelenggaraan Makanan di Lembaga 
Pemasyarakatan/Rutan 
Penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan dilaksanakan 
dimulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, 
perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian 
bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan pengolahan 
bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring, evaluasi, 
pencatatan dan pelaporan. 
1. Perencanaan Anggaran 
Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan 
biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi WBP 
dan tahanan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah tersedianya taksiran 
belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, 
macam dan jumlah bahan makanan WBP dan tahanan sesuai 
standar. Perencanaan anggaran dimulai usulan Lapas/Rutan melalui 
Kanwil Dephuk dan HAM, dan selanjutnya diputuskan oleh 
Sekretariat Jenderal Dephuk dan HAM. 
2. Perencanaan Menu 
Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu 
dengan gizi seimbang yang akan diolah untuk memenuhi kebutuhan 
zat gizi WBP dan tahanan. Tujuan perencanaan menu adalah 
tersedianya siklus menu sesuai klasifikasi pelayanan yang ada di 
Lapas/Rutan dalam kurun waktu tertentu. Pada penyusunan menu 
33 
 
dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi antara lain standar porsi 
dan peraturan pemberian makanan. Penyusunan menu dilakukan 
oleh Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum 
dan HAM dengan memperhatikan kebiasaan makan dan 
ketersediaan bahan makanan di daerah. 
3. Pehitungan Kebutuhan Bahan Makanan 
Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah proses 
penyusunan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk 
pengadaan bahan makanan sesuai menu yang ditetapkan dan 
jumlah WBP dan tahanan, dengan tujuan untuk tercapainya usulan 
dan kebutuhan bahan makanan untuk WBP dan tahanan selama 
satu tahun. 
4. Pengadaan Bahan Makanan 
Proses pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan 
dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan 
jasa. 
5. Pemesanan, Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Makanan 
Pemesanan adalah penyusunan permintaan bahan makanan 
berdasarkan menu sesuai jumlah WBP dan tahanan. Tujuan 
pemesanan adalah tersedianya pesanan sesuai standar atau 
spesifikasi yang ditetapkan. 
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Pemeriksaan bahan makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi 
pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan 
mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi 
pesanan. 
Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, 
menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan 
basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan 
kering dan basah serta pencatatan dan pelaporan. 
6. Persiapan, Pengolahan Bahan Makanan dan Pendistribusian 
Makanan 
Persiapan bahan makanan adalah rangkaian kegiatan dalam 
penanganan bahan makanan meliputi berbagai proses antara lain, 
membersihkan, memotong, mengupas, menggiling, mencuci dan 
merendam bahan makanan yang diolah. 
Pengolahan bahan makanan adalah suatu kegiatan memasak bahan 
makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan 
aman untuk dikonsumsi dengan cara menumis, menggoreng, 
mengukus, dll sesuai teknik memasak yang diperlukan. Tujuan 
pengolahan bahan makanan adalah untuk meningkatkan nilai cerna, 
cita rasa, keempukan dan bebas dari organisme berbahaya untuk 
tubuh. 
Pendistribusian makanan adalah kegiatan penyaluran makanan 
sesuai dengan jumlah WBP dan tahanan yang dilayani dengan cara 
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sentralisasi, desentralisasi atau gabungan. Tujuan pendistribusian 
makanan adalah agar WBP dan tahanan mendapat makanan sesuai 
dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. 
7. Pencatatan dan Pelaporan 
Pencatatan adalah mencatat tiap langkah kegiatan dalam 
penyelenggaraan makanan sedangkan pelaporan adalah hasil 
pengolahan dari pencatatan yang dilakukan secara berkala sesuai 
dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan. Pencatatan dan 
pelaporan dimaksudkan sebagai alat perekam dan pemantau dari 
seluruh rangkaian proses penyelenggaraan makanan. Pencatatan dan 
pelaporan antara lain mencakup penerimaan, pemakaian, stok/sisa 
yang belum terpakai, dan lain-lain yang dianggap perlu. Pencatatan 
dilakukan setiap hari, yang dilaporkan dilakukan secara berkala dan 
berjenjang. 
8. Monitoring dan Evaluasi 
Monitoring adalah kegiatan untuk mengikuti dan mengetahui 
perkembangan setiap proses kegiatan secara terus-menerus baik 
langsung maupun tidak langsung. 
Evaluasi adalah kegiatan penilaian oleh Kalapas/Karutan terhadap 
penyelenggara makanan sejak perencanaan sampai 
pendistribusiannya secara rutin dan berkala. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
  Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan 
diteliti, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, dengan 
fokus studi pada Lapas Klas I Makassar. Penulis melakukan penelitian di 
Makassar dengan dasar pertimbangan bahwa di Makassar, Penulis dapat 
mengumpulkan data sehubungan dengan objek yang diteliti oleh Penulis. 
 
B.   Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini. 
b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1) Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
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2) Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah            
berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada 
hubungannya dengan objek penelitian. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
1. Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap 
dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam 
pembahasan objek penelitian, 
2. Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 
mencatat   dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan dikaji. 
3. Daftar pertanyaan (kuisioner), yaitu dengan memberikan 
rangkaian pertanyaan tentang hal yang berkenaan dengan 
penelitian penulis dengan cara mengajukan sejumlah 
pertanyaan ini disampaikan dalam bentuk tertulis. 
 
D.   Analisis Data 
  Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder akan 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 
gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara 
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kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara 
deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan 
LAPAS atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan 
terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. 
Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, Lapas lebih dikenal dengan 
istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatn merupakan Unit Pelaksana 
Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departement Kehakiman). 
Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan 
terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan 
keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau 
pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan 
dengan masyarakat. 
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan 
narapidana (napi) namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan 
Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan19, 
maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan 
belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil 
yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga 
                                                             
19
 Dikenal lima jenis tahanan yang dapat ditempatkan dalam Lapas itu sendiri yaitu A1 (Tahanan 
polisi), A2 (Tahanan penuntut umum), A3 (Tahanan Pengadilan Negeri), A4 (Tahanan Pengadilan 
Tinggi), A5 (Tahanan Mahkamah Agung) 
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pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau 
dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep 
pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman DR. 
Sahardjo pada tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden 
Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin didalam Undang-
Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.  
Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur 
balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah 
penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem 
dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan 
reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi 
berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi 
warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan 
lingkungannya.  
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem 
pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara 
mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem 
pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah 
penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga 
Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat 
Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.  
Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan 
penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat 
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dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai 
pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek 
yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat 
melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, 
sehingga tidak harus diberantas. Suatu hal yang seharusnya 
diberantas yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana 
berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, 
atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.  
Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau 
anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya 
menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung 
tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai 
kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Anak yang 
bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga 
Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka 
masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. 
Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan pembinaan 
yang dilakukan terhadap mereka.  
Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan 
asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut 
di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan 
peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila 
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Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan 
pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang 
ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem 
Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga 
Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan 
untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya 
tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan 
penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila.  
Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik 
pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat 
pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk 
menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga 
maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak 
maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain 
sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, 
diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan 
kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia 
menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai 
menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya 
hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis 
Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, 
diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi 
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saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan 
sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang 
memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan 
Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana 
penunjang lainnya. Sama halnya dengan daerah-daerah yang tersebar 
di Indonesia, Sulawesi-Selatan tepatnya di Makassar pun memiliki 
lembaga pemasyarakatan yang berdomisili di Jalan Sultan Alauddin 
No.191 Gunung Sari Makassar. Lembaga pemasyarakatan Klas I 
makassar memiliki luas tanah 94.069 m2 yang status pemilikannya 
adalah hak milik, sedangkan luas bangunan seluruhnya 29.610 m2. 
Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Makassar yaitu: 
 VISI: 
 Terwujudnya Lapas Klas I Makassar  
 Tangguh dalam pembinaan  
 Prima dalam pelayanan  
 Unggul dalam pengamanan 
 MISI: 
Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman dan 
tertib menuju tercapainya warga binaan yang serta berakhlak mulia, 
berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara. 
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B. Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi 
Narapidana Lapas Klas I Makassar 
Narapidana merupakan pelaku tindak pidana yang memiliki hak 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak yang dimiliki narapidana 
adalah hak untuk mendapatkan makanan yang layak. Berdasarkan 
data yang diperoleh oleh penulis jumlah narapidana pada Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel I 
Data jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Makassar 
 
No. Tahun Narapidana 
1. 2009 435 
2. 2010 498 
3. 2011 565 
4 21 Feb 2011 589 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada 
tanggal 8 Januari 2013 dengan Bapak Wittiri selaku kepala dapur di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar mengungkapkan bahwa 
jumlah narapidana pada Lembaga Permasyarakatan Klas I Makassar 
saat ini sudah melebihi kapasitas lapas tersebut. Dampak yang 
ditimbulkan dari kelebihan kapasitas tersebut berujung pada 
pemenuhan hak untuk mendapatkan makanan tidak dapat dilakukan 
sebagaimana mestinya.  
Menanggapi komentar tersebut penulis beranggapan bahwa 
keadaan ini saat memprihatinkan. Semestinya kelebihan kapasitas 
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daya tampung tidak boleh berujung pada minimnya pemenuhan hak 
mendapatkan makanan bagi narapidana. Jika kelebihan daya tampung 
tidak dapat teratasi semestinya anggaran untuk melakukan 
pemenuhan hak mendapatkan makanan bagi narapidana ditambah 
sesuai dengan kelebihan daya tampung di lapas sehingga narapidana 
tidak menjadi korban atas adanya kelebihan daya tampung yang 
dimiliki lembaga pemasyarakatan tersebut. 
Pada kesempatan yang sama penulis juga mewawancarai salah 
satu narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Makassar bernama Bapak Wawan terkait pemenuhan haknya dalam 
mendapatkan makanan yang layak, beliau mengemukakan bahwa 
dalam mendapatkan makanan kami sebenarnya menerima makanan 
yang diberikan apa adanya. Sebagai narapidana kami tidak mungkin 
untuk mengajukan tuntutan karena makanan yang tidak layak 
mengingat kami hanyalah narapidana. Terkadang makanan yang 
diberikan kepada kami masih jauh dari kata layak bahkan ada 
beberapa teman narapidana yang tidak memakan makanan yang 
disediakan. 
Untuk melakukan klarifikasi terhadap pernyataan Bapak Wawan 
tersebut diatas penulis melakukan kuesioner pada narapidana yang 
ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar terkait pemenuhan 
hak mendapatkan makanan yang layak. 
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Tabel II 
 Data hasil pengolahan kuesioner  
 
No. Perihal 
Jawaban 
Cukup 
Layak 
Kurang 
layak 
Tidak 
layak 
1 
Pemenuhan hak 
mendapatkan makanan20 
5 11 4 
2. 
Proses pembagian 
makanan21 
3 14 3 
3. 
Menu makanan yang 
disediakan
22
 
10 8 2 
Jumlah 18 23 9 
 
Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa terkait 
pemenuhan hak mendapatkan makanan 5 responden mengatakan 
cukup layak, 11 responden mengatakan kurang layak dan 4 responden 
mengatakan tidak layak. Terkait proses pembagian makanan 3 
responden mengatakan cukup layak, 14 responden mengatakan 
kurang layak dan 3 responden mengatakan tidak layak. Selanjutnya 
terkait menu makanan yang disediakan 10 responden mengatakan 
cukup layak,  8 responden mengatakan kurang layak dan 2 responden 
mengatakan tidak layak. 
Selain kuesioner diatas penulis juga melakukan wawancara 
dengan narapidana lainnya terkait pemenuhan hak mendapatkan 
makanan yang layak. Hasil wawancara tersebut penulis rangkum 
dalam bentuk tabel sebagai berikut : 
 
                                                             
20
 Hak untuk diberikan makanan tepat pada waktunya. 
21
 Proses pemberian makanan kepada narapidana. 
22 Kandungan gizi makanan yang disediakan. 
47 
 
Tabel III : 
Data terkait hasil wawancara dengan narapidana 
 
No. 
Nama 
Narapidana 
Keluhan 
1. Nasir Menu yang diberikan sedikit 
2. Dullah Perlu menu tambahan seperti bubur kacang hijau 
3. Meca’ Perlu tambahan buah-buahan 
4. Ancu Menu yang diberikan kurang bergizi 
5. Saharuddin Perlu menu tambahan 
6. Muh. Fadlan Menu yang diberikan kurang bergizi 
7. Anca’ Perlu menu tambahan seperti kepiting dan cumi-
cumi 
8. Ilham Perlu menu tambahan seperti ikan bakar dan ayam 
goreng 
9. Takdir Menu yang diberikan kurang bergizi 
10. Sala’ Perlu makanan yang bergizi seperti sate dan ayam 
bakar 
11. M. Tamsil Kurangnya kebersihan makanan dan rasa 
sayurnya hambar 
12. Wawan Menu yang diberikan tidak memenuhi 4 sehat 5 
sempurna dan menunya harus ditambah 
13. Iwan Menu yang diberikan kurang banyak dan sayur 
yang diberikan tidak layak dikonsumsi (terdapat 
ulat dan rasanya hambar) 
14. Candra Sayuran kurang bersih dan porsi nasi kurang 
banyak. Perlu tambahan menu seperti bubur 
kacang hijau. Lauknya jarang diganti. 
 
Menanggapi hasil kuesioner diatas dapat disimpulkan bahwa 
masih banyak narapidana yang mengatakan bahwa pemenuhan hak 
mendapatkan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar 
masih sangat minim. Selanjutnya penulis melakukan pengamatan pada 
tempat pembuatan makanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas 
I Makassar dan penulis menemukan keadaan bahwa : 
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1. Pada dapur Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar ditemukan 
adanya tulisan terkait daftar menu yang harus disediakan terhitung 
per 10 hari yakni meliputi : 
I. Pagi : nasi, tempe goreng, tumis kacang panjang, 
air putih 
Snack : bubur kacang ijo 
Siang : nasi, tempe bacem, sayur asem, pisang, air 
putih 
Snack : ubi rebus 
Malam : nasi, telur rebus, urap sayuran, air putih 
II. Pagi : nasi, oseng tempe, tumis sawi putih, air putih 
Snack : ubi rebus 
Siang : nasi, ikan segar goreng, pecel sayuran, air 
putih 
Malam : nasi, ikan asin goreng, sayur kare, air putih 
III. Pagi : nasi, telor balado, tumis taoge, air putih 
Snack : bubur kacang ijo 
Siang : nasi, daging goreng, sup sayuran, pisang, air 
putih 
Snack : kolak ubi 
Malam : nasi, tempe goreng tepung, tumis kangkung, 
air putih 
IV. Pagi : nasi, tempe goreng, oseng buncis, air putih 
Snack : ubi rebus 
Siang : nasi, telor bumbu semur, sayur lodeh, air putih 
Malam : nasi, kacang tanah balado, asem-asem 
buncis, air putih 
V. Pagi : nasi, tempe bumbu kuning, tumis labu siem + 
kacang panjang, air putih 
Snack : bubur kacang ijo 
Siang : nasi, daging rendang, sayur asem, pisang, air 
putih 
Snack : ubi rebus 
Malam : nasi, oseng tempe, sup sayuran, air putih 
VI. Pagi : nasi, tempe bacem, tumis kangkung, air putih 
Snack : ubi rebus 
Siang : nasi, telor asin, sayur kare, air putih 
Malam : nasi, ikan asin goreng, urap sayuran, air putih 
VII. Pagi : nasi, tempe goreng, cah wortel + kol, air putih 
Snack : bubur kacang ijo 
Siang : nasi, ikan segar goreng, sayur bening bayam 
+ jagung, pisang, air putih 
Snack : kolak ubi 
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Malam : nasi, tempe balado, sayur asem, air putih 
VIII. Pagi : nasi, telor asin, oseng sawi, air putih 
Snack : ubi rebus 
Siang : nasi, soto daging, kol, air putih 
Malam : nasi, pecel sayuran, air putih 
IX. Pagi : nasi, oseng tempe, tumis terong, air putih 
Snack : bubur kacang ijo 
Siang : nasi, ikan asin goreng, tumis kangkung, 
pisang, air putih 
Snack : ubi rebus 
Malam : nasi, oseng tempe, sayur lodeh, air putih 
X. Pagi : nasi, tempe bacem, tumis buncis, air putih 
Snack : ubi rebus 
Siang : nasi, telur bumbu bali, sup sayur, air putih 
Malam : nasi, tempe goreng, gulai daun singkong, air 
putih 
 
2. Tidak ditemukan koki (juru masak) melainkan makanan tersebut 
dikelola sendiri oleh narapidana yang ditunjuk oleh pegawai 
lembaga pemasyarakatan tersebut. 
3. Tidak adanya ahli gizi yang mampu menilai makanan yang 
disajikan bergizi atau tidak. 
4. Banyaknya makanan yang tersisa akibat narapidana yang tidak 
memakan makanan yang disediakan. 
5. Tidak tersedianya lemari penyimpanan bahan makanan (freezer). 
6. Kondisi dapur yang dalam keadaan kurang bersih. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, sebagai perbandingan antara 
Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan dan 
Rumah Tahanan Negara yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan 
RI dengan realitas yang terjadi di lapangan maka penulis merangkum 
dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
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Tabel IV: 
 
Data perbandingan antara Pedoman Penyelenggaraan Makanan di 
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang 
dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan RI dengan realitas yang 
terjadi di lapangan 
 
No. 
Tahapan 
pemenuhan 
makanan 
yang layak 
Indikator Realitas 
1. 
Perencanaan 
anggaran 
Penyusunan biaya untuk 
memenuhi kebutuhan, 
macam dan jumlah bahan 
makanan bagi Warga 
Binaan Pemasyarakatan 
harus sesuai dengan 
standar 
Penyediaan anggaran 
tidak sesuai dengan 
jumlah Warga Binaan 
Pemasyarakatan 
karena melebihi 
kapasitas yang 
semestinya 
2. 
Cara 
pengolahan 
Bahan makanan yang telah 
disiapkan harus dimasak 
sesuai dengan daftar menu 
per 10 hari 
Bahan makanan yang 
disediakan tidak sesuai 
dengan daftar menu 
3. Penyajian 
Penyajian makanan sesuai 
dengan standar porsi yang 
telah ditetapkan 
Penyajian makanan 
tidak sesuai dengan 
porsi yang telah 
ditetapkan 
4. Penyimpanan 
Tata cara dan tempat 
menata, manyimpan, 
memelihara keamanan 
bahan makanan 
disesuaikan dengan jenis 
bahan makanan yang akan 
disimpan 
Tidak terdapat fasilitas 
tempat penyimpanan 
bahan makanan 
 
 
Menanggapi keadaan diatas penulis berkesimpulan bahwa 
pemenuhan hak mendapatkan makanan di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas I Makassar belum cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan: 
1. Penyediaan makanan tidak sesuai dengan menu yang semestinya; 
2. Jumlah makanan yang disediakan tidak sesuai porsi; 
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3. Kebersihan tempat penyediaan makanan kurang dan fasilitas yang 
tersedia tidak memadai; 
4. Tidak tersedianya koki (juru masak) dan ahli gizi. 
C. Kendala yang Dihadapi Pihak Lapas Untuk Melakukan 
Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi 
Narapidana pada Lapas Klas I Makassar 
 
Dalam melakukan pemenuhan hak tentunya tidak dapat 
berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Hal yang sama 
juga terjadi dalam upaya pemenuhan hak mendapatkan makanan bagi 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. 
Berdasarkan data terkait jumlah narapidana yang ada di Lapas Klas I 
Makassar dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang 
menghambat pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan 
secara baik adalah daya tampung yang melebihi kapasitas yang 
tersedia (lihat Tabel I). 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada 
yanggal 8 januari 2013 di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar 
penulis melakukan wawancara dengan Bapak Wittiri, penulis 
melakukan wawancara terkait hambatan-hambatan yang dihadapi 
dalam pemenuhan hak mendapatkan makanan bagi narapidana. 
Beliau mengemukakan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki 
fasilitas dapur yang kurang memadai, tidak adanya ahli gizi dan 
makanan di Lapas Klas I Makassar ini sering banyak tersisa karena 
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kualitas makanan yang kurang baik akibat tidak adanya koki (juru 
masak). 
Penulis beranggapan bahwa hambatan-hambatan sebagaimana 
yang dikemukakan diatas semestinya dapat teratasi karena hambatan 
tersebut bukanlah hambatan yang bersifat sulit untuk diperbaiki, 
misalnya terkait tidak tersedianya tempat penyimpanan makanan 
(freezer) mestinya dapat diatasi dengan melakukan perencanaan 
anggaran untuk melakukan pengadaan alat tersebut pada tahun 
berikutnya. Selain itu, terkait ketidak tersedianya koki, pihak Lapas 
dapat menambah pegawai yang mahir dalam bidang masak-memasak. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis salah 
satu hambatan yang juga sangat penting adalah terkait kebersihan 
dapur yang tidak terjaga dengan baik sehingga proses penyediaan 
makanan masih jauh dari kata sehat. 
Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan 
bahwa faktor-faktor yang menghambat upaya pemenuhan hak 
mendapatkan makanan mencakup : 
1. Kualitas makanan yang dihasilkan tidak memenuhi standar 
karena tidak tersedianya ahli gizi dan juru masak pada 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. 
2. Tidak adanya fasilitas yang memadai pada dapur Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar. 
3. Kurang terjaganya kebersihan dapur . 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di atas, 
maka penulis menyimpulkan bahwa: 
1. Pemenuhan hak mendapatkan makanan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar belum cukup baik. Hal ini 
dibuktikan dengan: 
a. Jumlah narapidana melebihi kapasitas lapas; 
b. Jumlah anggaran yang tidak sesuai dengan tanggungan; 
c. Penyediaan makanan tidak sesuai dengan menu yang 
semestinya; 
d. Jumlah makanan yang disediakan tidak sesuai porsi; 
e. Kebersihan tempat penyediaan makanan kurang dan fasilitas 
yang tersedia tidak memadai; 
f. Tidak tersedianya koki (juru masak) dan ahli gizi. 
2. Faktor-faktor yang menghambat upaya pemenuhan hak 
mendapatkan makanan mencakup : 
a. Kualitas makanan yang dihasilkan tidak memenuhi standar 
karena tidak tersedianya ahli gizi dan juru masak pada 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. 
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b. Tidak adanya fasilitas yang memadai pada dapur Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar. 
c. Kurang terjaganya kebersihan dapur. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar 
dalam melakukan pemenuhan hak mendapatkan makanan bagi 
narapidana : 
1. Melakukan penambahan jumlah pegawai di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar terkhusus pada bagian 
penyediaan makanan (dapur). 
2. Melakukan penyesuaian menu yang layak sehingga narapidana 
terpenuhi haknya. 
3. Melengkapi ketersediaan fasilitas di dapur seperti freezer. 
4. Menjaga kebersihan di dapur dan sekitar dapur. 
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